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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Gugatan
Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.

Menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.

Para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (iudex ne procedat ex officio).

Perkara perdata sendiri mengenal 2 (dua) jenis gugatan yaitu: 

Perkara contentiosa (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain. 

Perkara voluntaria (permohonan) yaitu yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (ex-parte). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan.
 Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang. Bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat.

Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan.

HIR (Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (Rechtsglement Buitengewesten atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang di tentukan dalam Pasal 8 Rv dalam menyusun surat gugatannya.

Syarat kelengkapan formal dalam surat gugatan yaitu meliputi subjek gugatan baik dari penggugat/para penggugat sendiri ataupun diri tergugat/para penggugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formil ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak di gugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis. Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan obscuur libel, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengertan dan Unsur-Unsur Class Action
Istilah class action berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata class dan action. Pengertian class adalah sekelompok orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian action dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Class action digambarkan sebagai suatu pengertian dimana sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lenih dari mereka dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili.

Class action merupakan salah satu prosedur penggabungan gugatan dipengadilan yang terdiri dari banyak orang (sekelompok orang) untuk mengajukan gugatan yang mensyaratkan satu orang atau lebih mewakili kelompok yang mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan selain untuk dirinya sendiri, sekaligus mewakili kelompok orang yang mewakili kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Gugatan class action dapat dilakukan terhadap perkara perdata yang diderita oleh sekelompok orang yang memilki lerugian dan memiliki kesamaan fakta hukum untuk diajukan bersama-sama melalui perwakilannya di pengadilan.

Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa gugatan perwakilam kelompok (class action) didefenisikan sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Berdasarkan dari beberapa pengertian class action, maka didapatkan unsure-unsur class action yang terdiri dari:

Gugatan secara perdata

Gugatan class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata, sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memproleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (eigeirichtig). Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hal yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Pihak di sini dapat berupa orang perseorangan maupung badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.  

Wakil kelompok (class representative) 

Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan wakil kelompok sebagai penggugat aktif. 

Anggota kelompok (class members) 

Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila class action diajukan kepengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif.

Adanya kerugian 

Untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok (class representative) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalamii kerugian atau diistilahkan Concrete Injured Parties.
Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum 

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of Law) antara pihak yang mewakili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members).

Menentukan apakah suatu gugatan dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok, terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa persyaratan, dan wakil kelas atau kuasanya harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. 

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok atau class action apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Jumlah anggota kelompok yang besar 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tidak menentukan berupa jumlah minimal anggota kelompok agar gugatan dapat diperiksa berdasarkan perwakilan kelompok. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002  hanya mensyaratkan bahwa jumlah anggota kelompok sekian banyak sehingga tidaklah praktis dan efesien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 juga tidak menentukan batas maksimal anggota kelas. Praktiknya memang sulit untuk menentukan batas maksimal anggota kelompok, namun dalam Pasal 3 huruf e telah mengantisipasi, jika anggota kelompok sedemikian banyak dapat dibagi dalam subkelompok. Demikian juga jika nilai kerugian dan sifat kerugian yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok berbeda,dapat dipisahkan beberapa sub kelompok.

Adanya kesamaan fakta (Commonality) 

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara phak yang mewakili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan bersifat subtansial atau prinsip.
 Persyaratan tersebut diatur secara bersamaan dalam Pasal 2 ayat (2)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang dirumuskan sebagai “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Dalam praktik kedua persyaratan tersebut, (persamaan fakta dan dasar hukum dan persamaan tuntutan) dapat dikategorikan atau dirumuskan sebagai “adanya kepentingan yang sama” (the same intrest).

Kesamaan tuntutan 

Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesanggupan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut, bagaimana untuk membuktikan mengenai kejujuran atau kesanggupan tersebut, apakah wakil kelompok tersebut perlu membuat surat pernyataan dan/atau kesanggupan secara tertulis atau tidak.

Ruang Lingkup Dalam Penyelesaian Sengketa 

Istilah konflik dan sengketa sudah menjadi pembicaraan umum di dalam pergaulan hidup manusia. Istilah tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pergaulannya. Terdapat berbagai pandangan tentang makna konflik dan sengketa dikemukakan oleh para pakar. Istilah konflik dan sengketa di dalamnya terkandung pengertian adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi antara konflik dan sengketa keduanya dapat dibedakan. 

Konflik merupakan pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara para pihak yang bersangkutan. Konflik di dalamnya terdapat sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, ini tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. 

Sengketa bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yangberisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak  atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperolah penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Sepanjang para pihak dapat menyelesaikan konfliknya dengan baik, maka tidak akan menjadi sengketa, namun apabila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka akan timbul sengketa.

Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Situasi yang menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah yang dinamakan dengan sengketa.

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa macam, antara lain:

Masalah/persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan  sebagai pemegang haka tau atas tanah yang belum ada haknya.

Bantahan terhadap sesuatu alas ha/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).

Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.

Sengketa/masalah lain yang mengadung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur alam yang terdiri dari berbagai macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. 

Lingkungan hidup juga mempunyai fungsi sebagai penyangga perikehidupan yang sangat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus.33
Manusia dan alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena berhubungan dan saling mengadakan interaksi. Dengan adanya interaksi dan hubungan tersebut sehingga akan membentuk suatu yang harmonis. Dalam rangkaian kesatuan itu semua unsur menjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil sehingga terwujud komposisi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang.34 Diantara unsur-unsur tersebut di bawah ini yaitu : hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan atau benda mati saling mempengaruhi yang akan terbentuk dalam berbagai macam bentuk dan sifat serta reaksi suatu golongan atas pengaruh dari lainnya yang berbeda-beda.

Manusia adalah sebagai penguasa alam, manusia berusaha supaya bias menguasai alam itu untuk tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi dan sebagai pengelola harus bisa menjaga kestabilan alam lingkungannya, karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan hidupnya akan mempengaruhi eksistensi dari manusia itu sendiri.35 Masalah lingkungan di Indonesia merupakan problem khusus bagi pemerintah dan masyarakat karena masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks di mana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan.

Pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentu akan berkembang pula kebutuhan hidup baik lahiriah maupun batiniah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah mengadakan pembangunan disegala bidang. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka dalam pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi simultan. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan ini maka akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena pembangunan ini maka akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena pembangunan berarti perubahan dan pertumbuhan yang berangsur-angsur atau secara cepat merubah rona, sifat dan keadaan lingkungan hidup, agar menjadi lebih baik dan sehat.

Pembangunan yang dilakukan selama ini, selain bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, dalam kenyataannya juga menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Hal ini berarti selain membawa manfaat bagi umat manusia, pembangunan juga menimbulkan risiko bagi lingkungan.36
Demikian halnya pembangunan di sektor industri. Dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan, pemerintah semakin mendorong lahirnya industri. Sehingga perkembangan industri mempunyai peran yang cukup luas dan kompleks dalam pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan di bidang perindustrian sehingga dapat mencegah timbulnya dampak negatif sebagai akibat dari perkembangan industri dan teknologi.

Akan tetapi tidak dapat dihindari lagi bahwa pembangunan industri tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang cukup meresahkan, yaitu pencemaran yang berupa :

Pencemaran udara

Pencemaran air

Pencemaran tanah

Kebisingan.37
Pembangunan sektor industri memerlukan suatu kebijaksanaan sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara maksimal. Telah disadari bahwa kemajuan industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata juga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.

Hukum lingkungan pada dasarnya memuat keseluruhan asas dan norma yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya sebagai satu kesatuan yang mampu mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan batasan ini hukum lingkungan diharapkan dapat berperan sebagai “agent of stability” dengan fungsi perlindungan dan kepastian bagi masyarakat serta sebagai “agent of development” atau “agent of change” dengan fungsi sebagai sarana pembangunan.38 Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana konsep yang umum (universal) yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 yang menentukan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu  untuk meletarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keaneka ragaman hayati dan perubahan iklim. Dalam konsepsi hukum lingkungan, maka yang dilestarikan lebih diarahkan kepada “fungsi” dari lingkungan hidup dan bukan semata-mata upaya lingkungan hidupnya. 

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dimaksudkan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian  upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup itu sendiri diartikan dengan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam konsepsi ini maka proses pembangunan yang sedang dilakukan tidak akan berbenturan dengan upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

Tanggung jawab negara.
Asas tanggung jawab negara yang dimaksud  adalah:

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Kelestarian dan keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Keserasian dan keseimbangan.

Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
Keterpaduan.

Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait
Manfaat.

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
Ekoregion.

Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
Keanekaragaman hayati.

Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem
Pencemar membayar.

Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Partisipatif.

Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kearifan lokal.

Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
Tata kelola pemerintahan yang baik.

Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
Otonomi daerah.

Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

Mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup dan menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan

Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia

Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dewasa ini, masalah lingkungan hidup selalu muncul dalam berbagai forum pembicaraan baik resmi maupun tidak resmi dalam kehidupan masyarakat. Peranan pers dalam mengekspos masalah lingkungan hidup selalu menjadi topik actual dalam skala nasional maupun internasional. Pengelolaan lingkungan yang baik akan berdampak keadaan yang ramah lingkungan dan lingkungan sehat. Dalam praktik, khususnya pada masyarakat perkotaan pengelolaan sampah pada umumnya kurang maksimal dan kurang ramah lingkungan. Beberapa kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai contoh adalah kawasan ekologi yang dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA) dan sampah yang tidak ramah lingkungan mengakibatkan terjadinya pencemaran terhadap tanah, air, udara, rusaknya sistem transportasi. 

Semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.39
Menurut Otto Soemarwoto bahwa yang dimaksudkan dengan pencemaran adalah adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara, dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumbernya itu. Kontaminasi atau pengotoran ialah perubahan kualitas sumber daya itu akibat tercampurnya dengan bahan lain, tanpa mengganggu pertukaran.40 

Dari definisi di atas terlihat bahwa unsur-unsur pencemaran lingkungan adalah :

Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup.

Disebabkan oleh kegiatan manusia.

Turunnya kualitas lingkungan hidup sampai ke tingkat tertentu.

Adanya akibat yaitu bahwa lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.41
Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : “Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Pengertian mengenai perusakan lingkungan hidup disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : “Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Untuk menentukan apakah lingkungan telah tercemar oleh limbah industri maka diperlukan adanya baku mutu lingkungan yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup artinya, apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas baku mutu lingkungan maka lingkungan tersebut telah rusak dan atau tercemar.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dengan pengertian dari baku mutu lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, sedangkan pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 13 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. Baku mutu lingkungan hidup tersebut diperlukan untuk menempatkan apakah di suatu wilayah atau daerah telah terjadi kerusakan lingkungan, artinya apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas baku mutu lingkungan, maka wilayah atau daerah tersebut telah terjadi pencemaran.

Pencemaran lingkungan berbeda dengan perusakan lingkungan. Menurut Siti Sundari Rangkuti, perusakan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi: 

Adanya suatu tindakan manusia

Terjadinya perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan

Timbulnya akibat, berupa tidak berfungsinya lingkungan hidup menunjang pembangunan berkelanjutan.
� Sarwono. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.  hlm. 31.  


� Zainal Asikin, . Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 19.  


� Faizal Kamil.  Asas Hukum Acara Perdata, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2018,  hlm. 57.  


� Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Bayumedia Publishing, Malang, 2019, hlm. 18  


� Ibid, hlm. 19.


� Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung:  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 25.  


� Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 54.  


� Riduan Syahrani, Op.Cit, hlm. 28.  


� Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm. 43.


� Ibid, hlm. 44.


� Susanti Adi Nugroho. Class Action dan Perbandingan Dengan Negara Lain. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 6.  


� Badriyah Harun dan Aryya Wyagrahtama, Tata Cara Pengajuan Class Action. Pustaka Yustisia, Yogjakarta, 2018, hlm. 6.  


� Ibid,  hlm. 14.


� Ibid, hlm. 15.


� Susanti Adi Nugroho, Op,Cit, hlm. 87. 


� Rusmadi Murad. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 22


	�Nia Kurniati, “Mediasi-Arbitrase”Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016, hlm. 208.


	� Rusmadi Murad, Op.Cit, hlm. 23.


			33 St.Munadjat Danusaputro., Hukum Lingkungan, Bina Cipta, Bandung, 2021, hlm. 18 


34Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Univesitas Padjajaran, Bandung, 2008, hlm. 9 


35Ibid, hlm. 13


36 Siti Sundari Rangkuti, Hukum dan Masalah Lingkungan Hidup, Bina Cipta, Bandung, 2020, hlm. 51	 


37 BN. Marbun, Kota Indonesia Masa Depan dan Prospek, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm.100


38 Rachadi Usman, Op.Cit, hlm. 77


 


39 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press,  Yogyakarta, 2020, hlm. 230 


40 Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2024, hlm. 81


41 Ibid, hlm. 82





PAGE  

